
 

 
 
 
 
 
 

GUBERNUR PAPUA BARAT 
 

    

Yth. 1. Para Bupati; 

 2. Sekretaris Daerah; 

 3. Staf Ahli Gubernur; 

 4. Asisten Sekretaris Daerah; 

 5. Kepala Perangkat Daerah; dan 

 6. Pimpinan BUMN, BUMD dan Pimpinan Instansi Vertikal. 

 di- 

    Provinsi Papua Barat 

 

 

SURAT EDARAN 

NOMOR 100.3.4.1/453/GPB/2026  

 

TENTANG 

KEBIJAKAN WORK FROM HOME (WFH)  

DALAM RANGKA TRANSFORMASI BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT 

  
Dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada 

Rapat Terbatas tanggal 25 Maret 2026, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintahan Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:   

1. Pelaksanaan Work From Home (WFH) diberlakukan bagi seluruh Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat setiap hari Jumat; 

2. Pelaksanaan WFH sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi: 

a. Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik secara langsung;  

b. Unit kerja yang bersifat strategis dan/atau membutuhkan kehadiran fisik 

pegawai; dan 

c. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan tertentu. 

3. Pelaksanaan WFH tetap memperhatikan: 

a. Kebutuhan pelayanan publik agar tetap berjalan optimal; 

b. Pembagian tugas dan penjadwalan pegawai oleh masing-masing perangkat 

daerah; dan 

c. Pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk: 

a. Mengatur sistem kerja pegawai secara proporsional antara Work From Office 

(WFO) dan WFH; 

b. Menjamin tidak terjadinya penurunan kualitas layanan publik; dan 

c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkala. 

5. Pegawai yang melaksanakan WFH wajib:  

a. Tetap berada di tempat tinggal atau lokasi kerja yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

b. Siap dihubungi dan melaksanakan tugas kedinasan selama jam kerja; dan 

c. Menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan langsung. 

 

 

Ditetapkan di Manokwari 

pada tanggal 1 April 2026 

 

GUBERNUR PAPUA BARAT, 

 

 

 

DOMINGGUS MANDACAN 

 

 


